
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Hlmpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86· 
92); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara 
RepubHk Indonesia Namer 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
telah beberapa kali diubah tcrakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 11 Taruan 2020 lc:ntang Cipta. Kc:rja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573): 

Menirnbang · a. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi dan 
penyediaan data informasi penanaman modal scktor 
Usaha Mikro di Provinsi .Jawa Tengah, telah ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 
teruang lntegrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal 
Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama 
ditetapkannya Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 
202 l ten tang Kemudahan, Pclindungan, Dan 
Pernberdayaan Kopcrasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan 
Mcncngah, ma.ka Peraruran Cubernur Jawa Tengah 
Nomor 40 Tahun 2020 scbagairnana dima.ksud pada 
huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu 
dilinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dima.ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang lntegrasi Pelaporan 
Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Di 
Provinsi Jawa Tengah; 

TENTANG 

INTEORASI PELAPORAN REAI..ISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR 
USAHA MIKRO DI PROVINS! JAWA TENGAH 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNURJAWATENCAH, 

NOMOR 42 _._ 1.ll• .:v._J 

PERATURAN OUBERNURJAWA TENGAH 

OUBERNUR JAWA TENGAH 

SALIN AN 



Dalam Peraruran Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemenntah Oaerab adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

Pemcrintahan Daerah yang memimpin pela.ksanaan Pemerinlahan yang 
rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubcmur adalah Gubcmur Jawa Tengah. 
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tcngah. 
5. Perangkat Oacrah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Pcrwakilan RakYat Oaerah dalam penydcnggaraan urusan pcmcrinlahan 
yang mcnjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI 
PELAPORAN REAL!SASI PENANAMAN MODAL SEKTOR 
USAHA MIKRO DI PROVINS! JAWA TENGAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617); 

5. Peraruran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kcmudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi 
Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, 
Tambahan 1..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6619); 

7. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 
2016 tcntang Pcmbcnrulcan Dan Susunan Pcrangkat 
Daerah Provinsi Jawa Tcngah (l..cmbaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 

8. Peraruran Kcpala Badan Koord.inasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 25 Tahun 2021 
tcntang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayauan 
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 885); 

10. Peraturan Gubemur .Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 
tentang Sistcm lnformasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah 
(Bcrita Dae rah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 
67); 



(11 Dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dilakukan 
intcgrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di 
Daerah. 

Pasal 4 

BAB ill 
INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR USAHA 

MlKRO DI PROVINS! JAWA TENGAH 

Ruang lingkup Peraturan Gubemur meliputi: 
a. integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro di 

Daera.h; 
b. C.llP, 
c, pemantauan dan monitoring pelaporan rcalisasi penanaman modal sektor 

Usaha Mikro; dan 
d. cvaluasi pelaporan realisasi pcnanaman modal sektor Usaha Mikro; 

Pasal 3 

. 
e. rncningkatkan kinerja Pemerintah Daerab dan Pemerintab Daerah 

Kabupaten/Kota di bidang peoanaman modal dalam hal melaksanakan 
rungsi pcngawasan dan pengendalian, promosi dan kerja sama serta 
pelayanan pcrizinan. 

( l) Peraruran Gubemur ,ru dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor 
Usaha Milcro di Daerah mclalui pengembangan sistem informasi 
penanaman modal. 

(2) Peraturan Gubemur ini berrujuan untuk : 
a. mcningkatkan capaian realisasi penanaman modal; 
b. menyediakan data rcalisasi penanaman modal di Dacrah mencakup 

rcalisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro dan realisast 
penanaman modal berdasarkan laporan kegiaran penanaman modal; 

c. rnenyelcnggarakan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal 
yang terimegrasi antara Daerah deogan Kabupar.en/Kota; 

d. rncndorong percepatan dalam pcngambilan kebijakan pengembangan 
penanaman modal di Daerah; dan 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

6. D,nas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Tengah. 

7. Cenrral Java Investment Platform yang selanjucnya disingkat CJTP adalah 
portal resrni tnvestasi Jawa Tengab yang menyediakan data informasi 
mcngcnai daya saing, peluang investasi dan informasi lainnya terkait 
dengan penanaman modal di Provinsi Jaws Tengab. 

8 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mlkro sebagaimana diarur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



(II Kcpala Dinas bertanggung jawab mengelola, mcmclihara dan 
mengembangkan CJIP. 

(2) Pengembangan CJIP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak Jain scsuai ketcntuan 
peratu ran perundang-undangan. 

Pasal 6 

Bagian KC<!ua 
Pcngclolaan, Pemetiharaan dan Pengembangan CJJP 

d peminatan penanaman modal. 
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berkembang sesuai kebutuhan. 
(41 CJIP dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

yang membidangi pcnanaman modal dan bcrkoordinasi deogan Perangkat 
Daerah Kabupatcn/ Kota yang membina Usaba Mikro. 

(51 Dalam pelaksanaan CJJP, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 
mcmbidangi penanaman modal menetapkan petugas yang 
bertanggungjawab secara teknis. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tcknis integrasi pelaporan realisasi 
pcnanaman modal sektor Usaha Mikro melalui CJIP ditetapkan olch 
Kepala Dinas. 

kegiatan 

( I) I ruegrasi pelaporan rcalisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara clcktronik 
melalui aphkasi CJIP. 

(2) CJIP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmuat data dan infonnasi 
tcntang: 
a realisasi penanaman modal sektor sektor Usaha Mikro; 
b. realisasi penanaman modal berdasarkan Japoran 

penanaman modal; 
c. potensi dan peluang penanaman moclal; dan 

Pasal 5 

Bagjan Kesaru 
Umum 

BABIV 
CJlP 

(21 r ntegrast pelaporan realisasi pcnanaman modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dilaksanakan dengan ketentuan : 
a. realisasi pcnanaman modal sektor Usaha Mikro dcngan kriteria modal 

usaha di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

b dilaksanakan mclalui pcngumpulan data dan informasi perizinan 
sektor Usaba Mikro yang diterbitkan Pcmcrintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

c. reriruegrasi dengan laporan kegiatan penanaman modal yang 
diterbitkan oleh Sadan Koordinasi Penanaman Modal Rcpublik 
Indonesia. 



Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditcr.apkannya Peraruran Oubernur 
iru dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oacrah; 
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 

BAB VU 
PEMBIAYMN 

Pasal 9 

(I) Evaluasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro 
diperolch dari hasil pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi 
penanaman modal sektor Usaba Mikro sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal6. 

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Kepala 
Dinas, 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar 
untuk: 
a. meningkatkan kinerja penanaman modal di Daerah; dan 
b. menycmpUmakan data integrasi pelaporan realisasi pcnanaman modal 

sektor Usaba Mikro. 
(41 Pelaksanaan pelaporan realisasi penanaman modal scktor Usaha Mikro 

dilaporkan kepada Oubemur setiap 3 (bulan) bulan sekali. 

BABVI 
EVALUASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL 

SEJCTOR USAHA MIKRO 

Pasal 8 

( 11 Data dan informasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha 
Mikro dalam CJIP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2} 
dilakukan pemantauan dan monitoring. 

(21 Pernaruauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dtlaksanakan dalam rangka pembaharuan data dan pcrkembangan 
realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro. 

(3) Pclaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan secara periodik 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) buJan 
sekah. 

(4) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan oleb Dinas serta 
mstansi teknis terkait lainnya di Oaerah dan Kabupaten/Kota. 

(5) Untuk mendukung pereepatan pelalcsanaan pemantauan dan monitoring 
integrasi pelaporan realisasi penanaman modal scktor Usaba Mikro dapat 
dibentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi yang menangani 
pcnanaman modal dan instansi telcnis terkait di Oaerab dan 
Kabupaterr/Kota. 

(61 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan dan monitoring 
pclaporan realisasi penanaman modal sektor Usaha Mikro ditetapkan lebih 
lanjut olch Kepala Dinas. 

BABV 
PEMANTAUAN DAN MONITORING PELAPORAN REALISASI PENANAMAN 

MODAL SEKTOR USAHA MIKRO 

Pasal 7 



• 

Di...,_9nisecwa 
tlek!J'Otl,l Olotl' 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN .c,2.; NOMOR 

SUM ARNO 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
JAWA TENGAH, 

ttd 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 4 .3'1,lt.c..:ber 2v:U 

GANJAR PRANOWO 

nd 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 4 ,~2~= 2023 

GUBERNURJAWA TENOAH, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada taoggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahu.inya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

Pasal 11 

Pada saat Peraruran Gubemur ini mulai berlaku, Peraruran Oubcmur Jawa 
Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang lntegrasi Pelaporan Realisasi 
Pcnanaman Modal Selctor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah 
{Berna Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 40), dicabur dan 
dinyatakan udak berlaku. 

Pasal 10 

BAB Vl1l 
KETENTUAN PENUTUP 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

 
IWANUDDIN ISKANDAR 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19711207 199503 1 003  
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